
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU 

Abdurrahman, S. D. 2005. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: 
Rineka Cipta. 

 

Amiruddin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

 

Apong Herlina, D. 2014. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, 
Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef. 

 

Arief, B. N. 2007. Kapita Selkta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu 
(Intergrated Criminal Justice System). Undip. 

 

Arifin, M. 2008. Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama. Jakarta: Bulan Bintang. 

 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat 

Bahasa, Jakarta. 

 

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat 
Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan, KementerianPedoman Perlakuan Anak dalam Proses 
Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).  

 

J. Narwoko, dkk. 2013. Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group. 

 

Fuady, A. S. 2014. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Medpress. 

 

Gultom, M. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: PT Refika Aditama. 

 

Huraerah, A. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa. 

 

Jackson, M. R. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat. 



 

 

 

Jhon M, D. 2008. Perilaku Dan Manajemen Organisasi, Jilid 1 Dan 2. Jakarta: Erlangga. 

 

Muhadar, E. A. 2009. Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. 
Surabaya: Putra Media Nusantara.  

 

Priyatno, D. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: Refika 
Aditama. 

 

Rahayu, A. W. 1993. Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar 
Grafika. 

 

Rahman, H. Z. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

Rosidah, N. 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung. 

 

Sambas, N. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Yokyakarta: Graha 
Ilmu. 

 

Shidarta. 2019. Moralitas Profesi Hukum – Suatu Tawaran Kerangka Berpikir. Bandung: 
PT Refika Aditama. 

 

Soekanto, S. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 

 

Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

 

Thoha, M. 2003. Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa Dan Intervensi. Jakarta: Balai 
Pustaka. 

 

Wiyono, R. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 

 

B.  Peraturan Perudang-undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 



 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum 

Pidana. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang 

Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 

Negara. 

 

Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak 

 

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 

 

C. ARTIKEL ILMIAH DAN JURNAL 

Antara, A. (2017, Maret Jumat). Menkumham Klaim 33 LPKA Sudah Terbentuk Di 
Indonesia. Diambil dari https://news.okezone.com/read/2017/0/menkumham-
klaim-33-lpka-sudah-terbentuk-di-indonesia 

 

Budijanto, O. W. (2013). "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan 
Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak". Oki Wahju Budijanto, 2013, “Pemenuhan 
Hak Pendidikan Bagi AnaJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 7, nomor 1, 
maret 2013, , 64. 

 

Hariyati, S. H. (2020). Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. jurnal 
konseling dan pendidikan, vol.8, No.3, 2020, pp.191-197, 192. 

 



 

 

Hartono. (2019). “Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 
vol.11, 76-77. 

 

Khasanah, M. L. (t.thn.). “Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong” . jurnal hukum, 2. 

 

Lumowa, H. B. (2017). “Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. lex privatum 
Vol.V/No.1/Jan-Feb/2017, 137. 

 

Patricia, m. r. (2021). “wewenang lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan 
narapidana berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan”. Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021, 31-32. 

 

Prisdawati, R. (2020). penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana 
pencabulan. Indonesian Journal of Criminal law and Criminology vol 1 no 2, 171. 

 

Respati, R. S. (2007). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mempersiapkan 
Resosialisasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Platungan 
Kendal. 

 

Salim, M. A. (2020). implementasi saksi pidana serta tindakan terhadap anak menurut 
Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. sol 
justicia Vol 3 Ni 1, 54. 

 

Widodo, G. (2016). Sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana prespektif 
Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. 
surya kencana dua: dinammika masalah hukum dan keadilan, Vol 6 No 1, 65-66. 

 
 


